BAB 5

PENUTUP

1.Kesimpulan

Akhirnya skripsi ini telah sampai pada muaranya. Pada bagian kesimpulan ini akan
berisikan sejumlah pernyataan kembali prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah penting

yang ditemukan dalam pembahasan.

Pertama, hak kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu HAM yang
dapat dibatasi. Pembatasan tersebut diwujudkan dalam bentuk penyederhanaan partai
politik yang semata-mata dilakukan demi menciptakan pemerintahan yang efektif
dalam rangka memenuhi tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-4

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Kedua, penyederhanaan partai politik tidak mencederai kebebasan berserikat dan
berkumpul. Penyederhanaan partai politik adalah politik hukum yang konstitusional
sepanjang konsisten dengan prinsip perlindungan HAM (dilakukan berdasarkan
prinsip pembatasan HAM yang sah) . Prinsip pembatasan HAM yang sah tersebut

terdiri darti prinsip legalitas dan prinsip kepentingan untuk melakukan pembatasan.

Ketiga, politik hukum penyederhanaan partai politik tertuju pada pengaturan tentang
penyelenggaraan pemilu. Melihat berbagai kekurangan dalam sistem proporsional
yang menjadi hukum positif penyelenggaraan pemilu di Indonesia, maka sistem
distrik menjadi cara yang tepat untuk menyederhanakan partai politik secara alamiah

tanpa mencederai hak kebebasan berserikat dan berkumpul.
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2.Saran

Pembentuk undang-undang seharusnya menerapkan sistem distrik dalam
penyelenggaraan pemilu mendatang (2019) mengingat berbagai potensi pada sistem

distrik untuk menyederhanakan partai politik secara alamiah di Indonesia.
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